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ABSTRAK
Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang diberlakukan
pada April 2022 berdampak langsung pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),
khususnya sektor kuliner di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
kenaikan tarif PPN, Literasi pajak, dan Literasi Keuangan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM
sektor kuliner di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif
dengan metode survei. Data primer dikumpulkan melalui kusioner dari 99 responden yang dipilih
menggunakan teknik purposive sampling dari populasi 7.132 UMKM kuliner. Analisis data dilakukan
dengan regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukan
bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (t =
2,163; sig. = 0,033). Sementara itu, literasi pajak (sig. = 0,090) dan literasi keuangan (sig. = 0,263)
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa
faktor eksternal berupa kebijakan perpajakan lebih dominan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib
pajak dibandingkan faktor internal berupa tingkat literasi.

Kata kunci: Kenaikan Tarif PPN, Literasi Pajak, Literasi Keuangan, Kepatuhan Pajak, UMKM
Kuliner

ABSTRACT

The policy of increasing the Value Added Tax (VAT) rate from 10% to 11% implemented in April 2022
directly affected Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly the culinary sector in
Bantul Regency. This study aims to analyze the effect of VAT rate increase, tax literacy, and financial
literacy on tax compliance of culinary MSME actors in Bantul Regency. The study employed an
associative quantitative approach using a survey method. Primary data were collected through
questionnaires from 99 respondents selected using purposive sampling from a population of 7,132
culinary MSMEs. Data analysis was conducted using multiple linear regression with IBM SPSS
Statistics 25. Results showed that VAT rate increase had a positive and significant effect on taxpayer
compliance (t = 2.163; sig. = 0.033). Meanwhile, tax literacy (sig. = 0.090) and financial literacy
(sig. = 0.263) had no significant effect on taxpayer compliance. These findings indicate that external
factors such as tax policy are more dominant in influencing taxpayer compliance behavior than
internal factors such as literacy levels.

Keywords: VAT Rate Increase, Tax Literacy, Financial Literacy, Tax Compliance, Culinary MSMEs
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PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan instrument fundamental dalam pembangunan ekonomi
suatu Negara yang berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara dan alat retribusi
pendapatan. Dalam konteks global. Reformasi perpajakan telah menjadi agenda utama
berbagai negara untuk mencapai keberlanjutan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif (Mardiasmo, 2022). OECD dalam Tax Policy Reforms 2023 menekankan
pentingnya harmonisasi kebijakan perpajakan yang mampu menyeimbangkan antara
peningkatan penerimaan negara dengan dukungan terhadap sektor ekonomi riil, khususnya
UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian dunia (OECD, 2023).

Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu komponen utama
penerimaan pajak tidak langsung. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 ayat (1), tarif PPN mengalami kenaikan dari 10%
menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Kebijakan ini berimplikasi kompleks
bagi sektor UMKM, khususnya industri kuliner yang memiliki margin keuntungan relatif
tipis. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) menunjukkan bahwa UMKM
menyumbang 99,99% dari total pelaku usaha nasional dan menyerap 97% tenaga kerja,
namun kontribusi pajaknya hanya 1-2% dari total penerimaan pajak (DJP, 2024).

Literasi pajak dan literasi keuangan telah diakui dalam literatur akademis sebagai
faktor determinan yang signifikan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Studi
Kusumadewi dan Dyarini (2022) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, laporan OJK (2023)
mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan UMKM di Indonesia masih berada pada
level 47,8%, jauh di bawah target nasional sebesar 75%.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi
pajak, literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM sektor kuliner di Kabupaten
Bantul dipilih karena memiliki 7.132 unit UMKM kuliner aktif pada tahun 2024 (SIDAKUI,
2024), yang mencerminkan dinamika sektor kuliner yang signifikan sekaligus menghadapi
tantangan kepatuhan pajak yang kompleks.

KAJIAN LITERATUR
Theori of Planned Behavior

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB)
yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang
dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma
subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control).
Dalam konteks kepatuhan pajak, teori ini menjelaskan bahwa pelaku UMKM akan
berperilaku patuh apabila memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajak, tekanan sosial
yang mendorong kepatuhan, dan keyakinan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban
tersebut.
Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang ditentukan sebagai dasar pengenaan pajak
terhadap objek pajak (Dewi et al., 2020). Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%
berdasarkan UU HPP berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan pajak UMKM. Penelitian
Yudistira et al. (2024) dan Ilham et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan baik secara teori maupun praktik mengenai
bidang perpajakan yang dapat memengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan
(Sustiyo, 2022). Penelitian Yuliati dan Fauzi (2020) menunjukkan bahwa UMKM dengan
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tingkat literasi pajak tinggi memiliki compliance rate mencapai 78,4% dibandingkan
kelompok literasi pajak rendah sebesar 45,2%.
Literasi Keuangan

Berdasarkan SE OJK Nomor 30 Tahun 2017, literasi keuangan merupakan
pengetahuan dan kemampuan seseorang yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku untuk
menentukan keputusan dalam pengelolaan keuangan. Bank Indonesia (2022) menemukan
bahwa UMKM dengan literasi keuangan tinggi memiliki probabilitas 2,3 kali lebih besar
untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten.
Pengembangan Hipotesis
H1 : Kenaikan tarif PPN berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor
kuliner di Kabupaten Bantul.

H2 : Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor
kuliner di Kabupaten Bantul.

H3 : Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
sektor kuliner di Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei.
Penelitian dilaksanakan pada UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul selama periode
Januari—Februari 2026. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kenaikan tarif PPN
(X1), literasi pajak (X2), dan literasi keuangan (X3), sedangkan variabel dependen adalah
kepatuhan wajib pajak (Y).
Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah pelaku UMKM sektor kuliner yang terdaftar di Kabupaten
Bantul, berjumlah 7.132 unit usaha (SIDAKUI, 2024). Penentuan sampel menggunakan
rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 99 responden. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria: (1) pelaku
UMKM di Kabupaten Bantul, (2) bergerak di sektor kuliner, (3) sudah beroperasi minimal 1-
2 tahun, (4) memiliki NPWP atau pernah membayar pajak, dan (5) bersedia menjadi
responden.
Variabel dan Pengukuran

Pengukuran variabel menggunakan skala Likert 1-5. Variabel kenaikan tarif PPN (X1)
diukur dengan 5 indikator yang diadaptasi dari Permatasari dan Laksito (2013), meliputi:
pengetahuan tentang kenaikan tarif PPN, dampak kenaikan PPN terhadap biaya usaha,
dampak kenaikan PPN terhadap harga jual, dan pengaruh kenaikan PPN terhadap kepatuhan
pajak. Variabel literasi pajak (X2) diukur dengan 6 indikator dari Bornman dan Ramutumbu
(2019), mencakup pengetahuan dasar perpajakan, pemahaman jenis pajak, pemahaman PPN,
kemampuan menghitung pajak, dan pemahaman sanksi perpajakan. Variabel literasi keuangan
(X3) menggunakan indikator dari Chen dan Volpe (1998), meliputi pengelolaan keuangan
usaha, pemisahan keuangan, pemahaman kondisi keuangan, perencanaan keuangan, dan
pengelolaan tabungan.
Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS
Statistics 25. Sebelum uji regresi dilakukan uji kualitas data (validitas dan reliabilitas) serta
uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Model persamaan
regresi yang digunakan adalah: Y =a +b1X1 + b2X2 +b3X3 +e.
PEMBAHASAN
Profil Responden

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari 99 responden, sebagian besar responden
berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 25-45 tahun. Dominasi pelaku usaha dengan
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lama usaha lebih dari 6 tahun mencapai 40,40%, diikuti usaha 1-3 tahun (27,27%) dan 4-6
tahun (26,26%). Dari sisi skala usaha, 45,45% termasuk usaha menengah, 40,40% usaha
kecil, dan 14,14% usaha mikro. Seluruh responden (100%) telah memiliki NPWP dan pernah
membayar pajak, memenuhi kriteria sampel yang ditetapkan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel N Min Maks Mean
Kenaikan Tarif PPN 99 17,00 25,00 21,14
Literasi Pajak 99 18,00 27,00 23,85
Literasi Keuangan 99 28,00 35,00 29,87
Kepatuhan Wajib Pajak 99 23,00 32,00 27,16

Sumber : Data primer yang diolah 2026

Hasil Uji Kualitas Data

Uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada keempat variabel
dinyatakan valid (r hitung > r tabel = 0,1975). Uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's
Alpha untuk masing-masing variabel: kenaikan tarif PPN (0,657), literasi pajak (0,668),
literasi keuangan (0,616), dan kepatuhan wajib pajak (0,670). Seluruh nilai berada di atas
batas minimum 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0,200 > 0,05, menunjukkan data residual berdistribusi normal. Uji
multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 untuk seluruh variabel
independen, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan Glejser
menghasilkan nilai signifikansi untuk kenaikan tarif PPN (0,912), literasi pajak (0,986), dan
literasi keuangan (0,981), yang seluruhnya > 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel Koefisien Regresi Nilai t Sig.
Konstanta 20,577 6,490 0,000
Kenaikan Tarif PPN (X1) 0,270 2,163 0,033
Literasi Pajak (X2) 0,183 1,714 0,090
Literasi Keuangan (X3) -0,117 -1,126 0,263

Sumber : Data primer yang diolah 2026

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah: Y =
20,577 +0,270X1 + 0,183X2 — 0,117X3. Nilai konstanta sebesar 20,577 menunjukkan bahwa
jika seluruh variabel independen bernilai nol, tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar
20,577.
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Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Variabel | Nilai t Signifikansi
Kenaikan Tarif PPN (X1) 2,163 0,033*
Literasi Pajak (X2) 1,714 0,090
Literasi Keuangan (X3) -1,126 0,263

Sumber : Data primer yang diolah 2026

Pembahasan Hipotesis 1 : Pengaruh Kenaikan Tarif PPN terhadap kepatuhan Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kenaikan tarif PPN memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,033 < 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 2,163, sehingga H1 diterima. Kenaikan
tarif PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor
kuliner di Kabupaten Bantul. Koefisien regresi positif sebesar 0,270 mengindikasikan bahwa
meningkatnya persepsi terhadap kenaikan tarif PPN mendorong peningkatan kepatuhan wajib
pajak.

Temuan ini dapat dijelaskan bahwa kenaikan tarif PPN terjadi bersamaan dengan
penguatan sistem administrasi perpajakan dan digitalisasi, sehingga meningkatkan
probabilitas pengawasan dan mendorong kepatuhan. Berdasarkan Theory of Planned
Behavior (Ajzen, 2005), perubahan kebijakan perpajakan memengaruhi persepsi dan sikap
wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yudistira et al. (2024) dan Ilham et al. (2024)
yang menemukan pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun
berbeda dari hipotesis awal yang menduga pengaruh negatif.

Pembahasan Hipotesis 2 : Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel literasi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,090 > 0,05, sehingga H2
ditolak. Literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
sektor kuliner di Kabupaten Bantul. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman
mengenai aturan perpajakan belum tentu diikuti oleh perilaku patuh dalam memenuhi
kewajiban pajak.

Rahayu (2021) menyatakan bahwa literasi pajak saja belum cukup mendorong
kepatuhan apabila tidak disertai kesadaran dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.
Hasil ini diperkuat oleh Sari dan Wijaya (2022) yang menyatakan bahwa masih terdapat
faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Hasil penelitian ini
sejalan dengan Putri dan Rahmawati (2023) yang menemukan literasi pajak tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Pembahasan Hipotesis 3 : Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel literasi keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,263 > 0,05, sehingga
H3 ditolak. Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul. Kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola
keuangan usaha belum tentu mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut OJK (2022), literasi keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan untuk
mencapai kesejahteraan finansial, namun tidak secara langsung berkaitan dengan perilaku
kepatuhan pajak. Amalia dan Prasetyo (2022) menyatakan bahwa kepatuhan lebih
dipengaruhi faktor regulasi, pengawasan, dan sanksi perpajakan. Temuan ini sejalan dengan
penelitian Hidayat dan Lestari (2023) yang menemukan literasi keuangan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
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PENUTUP
Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh kenaikan tarif PPN, literasi pajak, dan literasi
keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul dengan
sampel 99 responden. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh
kesimpulan: (1) Kenaikan tarif PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul (sig. = 0,033 < 0,05); (2) Literasi
pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di
Kabupaten Bantul (sig. = 0,090 > 0,05); (3) Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Kabupaten Bantul (sig. = 0,263 >
0,05). Temuan ini mengimplikasikan bahwa faktor eksternal berupa kebijakan perpajakan
lebih dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dibandingkan faktor internal berupa
literasi pajak dan keuangan.

Saran

Bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk meningkatkan
sosialisasi terkait perubahan tarif PPN melalui pelatihan, media sosial, dan pendampingan
langsung kepada pelaku UMKM. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantul,
diharapkan dapat menyediakan program pembinaan literasi pajak dan literasi keuangan yang
terintegrasi, termasuk pelatihan pencatatan keuangan sederhana. Bagi peneliti selanjutnya,
dapat memperluas cakupan objek penelitian ke sektor UMKM lainnya dan menambahkan
variabel seperti persepsi sanksi perpajakan, digitalisasi pajak, atau variabel moderasi untuk
memperkaya hasil penelitian.
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